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RINGKASAN 

Pemerintah sebagai penyelenggara Negara mempunyai peran penting 

dan strategis dalam pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kualitas 

kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Iklim investasi yang 

kondusif dan ketersediaan lapangan kerja salah satu kunci dalam 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 

disebut UUD 1945) dan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Setiap 

orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil 

dan layak dalam hubungan kerja”. Hubungan kerja adalah hubungan hukum, 

antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang terjadi berdasarkan perjanjian 

kerja, yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban para pihak. 

Bermuara dari hubungan kerja dan perjanjian kerja yang berpijak pada 

hukum privat dan hukum publik, dapat berpotensi terjadi konflik yang 

disebabkan oleh perbedaan pendapat dari objek serta hak dan kewajiban para 

pihak.   

Hingga saat ini, masih ada pekerja/buruh yang melaksanakan 

pekerjaan relatif tanpa kesepakatan kerja yang dibuat antara pekerja/buruh 

(employee) dengan pengguna jasa dan tenaga (employer) dalam kedudukan 

yang setara (equal) yang dituangkan dalam perjanjian kerja, konsekuensi 

logis dari kondisi ini pekerja/buruh tidak memiliki jaminan kepastian 

terhadap upah sebagai imbalan atas jasa dan tenaga yang telah diberikan, 

sehingga hubungan diantaranya menimbulkan masalah hukum. Berdasarkan 

hal tersebut pemerintah perlu melakukan campur tangan dengan cara 

menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan, kondisi ini merupakan 

pergeseran hukum perburuhan di Indonesia. Pengaturan di bidang 

ketenagakerjaan dianggap penting dan menyangkut kepentingan umum, 

maka pemerintah mengalihkannya dari hukum privat menjadi hukum publik. 

Tidak dipenuhinya hak atas upah pekerja/buruh dapat diancam 

pidana, ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan yang di rubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan pada 

Pasal 81 Angka 25 dalam Pasal 88E Ayat (2) Jucnto angka 63 dalam Pasal 

185. Upaya pemerintah dalam perlindungan hukum yang diinginkan oleh 

pekerja/buruh adalah menjamin hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil, 

untuk mewujudkan penghidupan yang layak dengan berperannya peraturan 

perundang-undangan di bidang pengupahan. Kebijakan pengupahan telah 

diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, besaran nilai upah 

ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur tentang Upah Minimum 

Kabupaten/Kota. 
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Membayar upah dibawah ketentuan Upah Minimum dapat diancam 

pidana, ketentuan tersebut untuk perusahaan non usaha mikro dan usaha 

kecil, sedangkan sektor usaha mikro dan usaha kecil besaran upah 

dikembalikan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha. 

Konsekuensi logis atas pelanggaran upah dapat berdimensi hukum perdata 

atas kurang bayar, sehingga pengusaha dapat digugat secara keperdataan. 

Bila tidak dipenuhinya kekurangan upah dan tidak menjalankan upah sesuai 

dengan keputusan Gubernur, pengusaha dapat diancam pidana. 

Adanya sanksi pidana dalam undang-undang ketenagakerjaan, sering 

dijadikan alat untuk memaksa pengusaha melalui Tindakan hukum pegawai 

pengawas ketenagakerjaan, dan berlanjut pada poses peradilan pidana 

(litigas). Dampak yang ditimbulkan dari konflik hukum antara pekerja/buruh 

dengan pengusaha, akibat dari tidak dipenuhinya hak atas upah dapat 

direspon oleh pekerja dengan mogok kerja, hingga pemutusan hubungan 

kerja akibat tutupnya perusahaan. Tentu kondisi ini sangat merugikan 

pekerja/buruh yang harus kehilangan pekerjaan, disisi lain pengusaha tidak 

dapat menjalankan usahanya karena ketidak mampuan dalam membayar 

besaran upah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan.  

Untuk menjamin dipatuhinya peraturan perundang-undangan 

Pemerintah menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan hingga penegakan 

hukum, atas pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. 

Konsekuensi logis atas pelanggaran upah dapat diterbitkan Nota 

Pemeriksaan sebagai peringatan atas pelanggaran hukum. Terhadap ketidak 

patuhan atas perintah Nota pemeriksaan, pelanggaran hukum atas membayar 

upah dibawah upah minimum dapat di lanjut melalui proses peradilan, 

kondisi ini merupakan konsekuensi logis dari Ultimum remedium, dalam 

upaya mewujudkan perspektif keadilan restoratif pada undang-undang 

ketenagakerjaan. 

Penyelesaian terhadap pelanggaran pidana membayar upah dibawah 

ketentuan upah minimum, dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau jalur 

non litigasi. Penyelesaian diluar jalur peradilan, dapat berbentuk pemenuhan 

atas perintah Nota Pemeriksaan atas dasar kepatuhan pengusaha, atau telah 

terjadi perdamaian dan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. 

Proses penyelesaian tersebut di lakukan diluar prosedur litigasi atau di luar 

sistem peradilan pidana, kondisi yang demikian sangat tergantung dari para 

pihak. Apabila tidak dapat diselesaikan diluar jalur litigas, maka kasus dapat 

berlanjut pada proses pro justisia (penyidikan).  

Selama proses penyidikan berlangsung pekerja/buruh memiliki ruang 

dan waktu untuk menjalin komunikasi hingga membangun kesepakatan 

damai dan membuat perjanjian bersama, konsekuensi logis atas perdamaian 

dan kesepakatan tersebut pekerja/buruh menganggap bahwa perkara pidana 
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telah selesai sehingga mencabut pengaduan serta memohon untuk 

penghentian penyidikan. Meskipun dalam sistem peradilan pidana 

perdamaian tidak dapat dijadikan alasan penghentian perkara pidana dan 

menghapus perbuatan pidana, karena substansinya merupakan delik formil. 

Dan penghentian perkara pidana telah di gariskan sebagaimana ketentuan 

Pasal 109 Ayat (2) KUHAP. Problem yuridis atas penghentian penyidikan 

pada kasus pidana yang didasarkan atas perdamaian dan kesepakatan akan 

bertentangan dengan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP. Sedangkan penyelesaian 

perkara pidana atas dasar perdamaian dan kesepekatan tidak diatur secara 

eksplisit dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perdamaian dan 

kesepakatan adalah sebuah peristiwa hukum yang melindungi dan menjamin 

hak-hak subjek hukum, sehingga perdamaian dan kesepakatan murupakan 

sebuah proses tujuan hukum yang hendak dicapai oleh para pihak dalam 

mewujudkan keadilan restoratif.  

Hakikat jaminan penghentian penyidikan, hak atas pembayaran upah 

dibawah upah minimum, diwujudkan bilamana pekerja/buruh telah 

terkembalikan kerugiannya dan telah memaafkan pelaku melalui perdamaian 

dan kesepakatan yang dilakukan diluar maupun saat penyidikan perkara, 

maka tidak berdasar lagi Negara, untuk tetap memproses penyidikan. Jika 

harmonisasi telah terbangun kembali maka tidak ada hak lagi untuk 

dijatuhkan pemidanaan oleh Negara terhadap para pihak yang sesungguhnya 

telah berdamai. Menerapkan hukum secara harfiah atas perbuatan yang 

terbukti itu, bahkan adanya hukuman demikian tidak memberi manfaat untuk 

para pihak, point last of punishment (menghukum yang tidak perlu). 

Perdamaian diantara pelaku dan korban merupakan proses yang dapat 

dijadikan dasar terwujudnya keadilan sehingga harus dinyatakan lepas dari 

segala tuntutan hukum, hal ini telah diligitimasi dalam Pasal 132 Ayat (1) g 

UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, di mana dalam suatu tindak pidana 

tidak dapat dituntun apabila telah ada penyelesaian di luar proses peradilan. 

Atas pertimbangan hukum tersebut, bahwa perdamaian diantara pelaku dan 

korban dijadikan dasar untuk penghentian penyidikan demi hukum. 

Konsep penyelesaian perkara ketenagakerjaan dalam hal pembayaran 

upah dibawah ketentuan upah minimum, diwujudkan melalui sebuah proses 

perdamaian dan kesepakatan dengan mekanisme victim of fender mediation 

(VOM), dengan melibatkan tanggung jawab pelaku kejahatan dalam 

memulihkan kerugian akibat perbuatan pidana. Bukti konkret pemulihan 

terhadap korban dituangkan dalam perjanjian yang disepakati dan ditanda 

tangani para pihak, sehingga memiliki keberlakuan dan alasan secara yuridis 

dan memiliki kekuatan hukum dalam memberikan perlindungan kepada 

kepentingan dan hak-hak para pihak. 
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ABSTRACT 
 

"TERMINATION THE INVESTIGATION OF EMPLOYMENT 

CRIMINAL IN PAYING BELOW MINIMUM WAGES IN THE 

PERSPECTIVE OF RESTORATIVE JUSTICE" 
 

Terminating investigations into criminal employment cases and 

payment of wages under the minimum wage provisions is a breakthrough in 

the criminal justice system, oriented towards victim recovery (restorative). 

Criminal law enforcement in Indonesia, with legalistic positivism oriented 

towards distributive justice (retaliation), does not provide benefits and 

justice to workers/laborers and employers as long as industrial relations 

continue. The concept of settling criminal cases in terms of paying wages 

below the minimum wage is realized through a peace process and an 

agreement with the Victim Offender Mediation (VOM) mechanism, which 

involves the responsibility of the perpetrators of crimes for victim recovery. 

This normative legal research focuses on the study of legal materials 

that are relevant to the problem. The statutory approach is to analyze 

positive legal provisions that form the basis for implementing the PPNS's 

authority as an investigator. It is hoped that a conceptual approach to 

studying the issue of the authority to stop investigations within the 

framework of the rule of law is expected to become an instrument that can 

describe the importance of ending investigations that create restorative 

justice. The philosophical approach is to gain a deeper understanding of 

the social implications and the effect of applying laws and regulations on 

society and find the legal concept of stopping the investigation of criminal 

employment cases by paying wages below the minimum wage based on the 

value of restorative justice. 

The essence of ending the investigation (SP3) is realized when the 

victim has forgiven the perpetrator through peace, and the loss is returned. 

The concept of settlement of criminal labor cases, through a peace process 

and agreement or Victim Offender Mediation (VOM), by involving the 

perpetrator's responsibility in recovering losses (restorative), which is 

carried out outside of litigation or during case investigations, is baseless 

for the State, to continue to process investigation. 

 

Keywords : Justice _ restorative , Termination Investigation (SP3) 
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